BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 41 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari PT. Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) Nomor S-1341/SMI/DPI/ 1221 tanggal 24 Desember 2021,
Perihal Penyesuaian Penawaran Fasilitas Pinjaman Daerah Dalam
Rangka Mendukung Program PEN a.n Pemerintah Kabupaten
Tabalong;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Daerah oleh Pemerintah
Kabupaten Tabalong dalam upaya mendukung program PEN periu
adanya Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan
penatausahaan Pinjaman Daerah yang diterima dari PT. Sarana
Multi Infrastruktur (Persero);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penatausahaan Pinjaman
Daerah Kabupaten Tabalong dengan Keputusan Bupati Tabalong;

[a—

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Kabijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Kabijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
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Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiliatas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang
Penegelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 880), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK/2021 tentang
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional
untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 482);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
978);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penatausahaan Pinjaman Daerah Kabupaten
Tabalong, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. melakukan penatausahaan pinjaman dari awal sampai akhir
masa pinjaman (selama 60 bulan dari Tahun 2022-2027);



b. memastikan penganggaran untuk pengembalian pinjaman setiap
tahun sampai dengan akhir masa pinjaman dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (termasuk perubahannya)
Kabupaten Tabalong, dan

c. melaporkan perkembangan pengembalian pinjaman serta sisa
pinjaman kepada Bupati setiap semester.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 (oprvar 2023

BUPATI TABALONG,
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Tembusan Kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta

Menteri Keuangan di Jakarta.

Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Bapedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Anggota Tim yang berangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 6!

TANGGAL 0§ geprvavc 022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAUSAHAAN PINUAMAN DAERAH

/2022

KABUPATEN TABALONG
NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. | Bupati Penanggung Jawab I
2. | Wakil Bupati Penanggung Jawab II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua
4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong
Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala badan Perencanaa dan Pembangunan Anggota
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Tabalong
8. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong Anggota
9. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
10. | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Anggota
Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang
Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Anggota
Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Anggota
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tabalong Kabupaten Tabalong
15. | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Anggota
dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
BUPATI TABALONG,
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